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ABSTRAK

Mutagin. NIM:1908206077, “PROBLEMATIKA PRESIDENTIAL
THRESHOLD DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”, 2024

Penerapan ketentuan Presidential Threshold berdasarkan pasal
222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan
stabil dengan Indeonsia yang menganut sistem Presidensial dan
dikombinasikan dengan sistem multipartai. Dalam penerapannya
ketentuan ambang batas ini menghadirkan pro dan kontra karena juga
melahirkan banyak permasalah lain yang jauh lebih besar daripada
solusi yang dtawarkannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai bagaimana ketentuan
Presidential Threshold berdadsarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum dan bagaimana ketentuan ini di
Indonesia dalam perspektif figih siayash teori maslahah mursalah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan
data yang dikumpulkan melalui tiga cara yaitu kepustakaan/library
research, wawancara dan studi peraturan perundang-undangan yang
kemudian dianalisis menggunakan deskriptif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketentuan Presidential
Threshold merupakan batas minimal perolehah suara bagi partai politik
atau gabungan partai politik pada pemilu legislatif sebelumnya untuk
mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam
perspektif maslahah mursalah ketentuan Presidential Threshold ini
memiliki banyak potensi ke arah mudharat yang nilainya jauh daripada
manfaat yang ada dalam penerapannya..

Kata Kunci: Presidential Threshold, Maslahah Mursalah dan Pemilihan Umum



ABSTRACT

Mutagin. NIM:1908206077, “PRESIDENTIAL THRESHOLD PROBLEMATICS
IN INDONESIAN STATE SCIENCE PERSPECTIVE OF FIQIH SIYASAH”, 2024

The implementation of the Presidential Threshold provisions based on article
222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections is an effort to create an
effective and stable government with Indonesia adhering to a Presidential system
combined with a multiparty system. In implementing this threshold provision, it presents
pros and cons because it also gives rise to many other problems that are much bigger
than the solution it offers.

Presidential Threshold provisions are based on Law Number 7 of 2017
concerning General Elections and how these provisions are in Indonesia from the
perspective of the siayash figh theory of maslahah murlah. The method used in this
research is qualitative with data collected in three ways, namely literature/library
research, interviews and study of statutory regulations which are then analyzed using
descriptive analysis.

The results of this research found that the Presidential Threshold provision is the
minimum limit for obtaining votes for a political party or combination of political
parties in the previous legislative election to nominate a candidate pair for president
and vice president. From the maslahah murlah perspective, this Presidential Threshold
provision has a lot of potential for harm whose value is far outweighed by the benefits
that exist in its implementation.

Keywords : Presidential Threshold, Maslahah Murlah and General Elections
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